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A. [bookmark: _TOC_250003]Kesimpulan
1. Sebelum itsbat nikah kedudukan istri dalam perkawinan siri hanya sah secara Hukum Islam (syar'i) karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki kekuatan hukum (non-legal) menurut Hukum Positif Indonesia, yang berdampak pada tidak terjaminnya hak-hak yuridis.
2. Melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan, status perkawinan yang semula hanya syar'i ditingkatkan menjadi sah secara yuridis formal. Penetapanpengadilanyangmengabulkanpermohonanitsbatnikahberfungsi sebagai akta otentik pengganti yang memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan.
3. Prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan bertujuan untuk melegitimasidanmemberikankepastianhukumterhadapperkawinanyang
[bookmark: _GoBack]telahsahsecaraagama,sehinggakedudukanhukumistridanhak-hak keluarga menjadi utuh di mata negara dan masyarakat.
B. [bookmark: _TOC_250002]SARAN
1. Pengadilan Agama Medan disarankan untuk terus melakukan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur itsbat nikah secara terpadu melalui itsbat nikah Terpadu, khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar proses legalisasi perkawinan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat.
2. 	Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama setempat untuk memastikan bahwa setiap penetapan itsbat nikah segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah tanpa hambatan administratif.
3. 	Masyarakat dihimbau untuk menyadari bahwa setiap perkawinan wajib dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menghindari risiko kerugian hukum dan sosial di masa depan.
4. Bagi pasangan yang telah terlanjur menikah siri, disarankan untuk segera mengajukan itsbat nikah. Ini adalah langkah krusial untuk mengamankan status hukum istri dan anak serta memitigasi dampak sosial (fitnah) dan hambatan administratif untuk pengurusan warisan dan akta kelahiran.
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